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BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BLORA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tanggung
jawab Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat ”Blora”, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 39
Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat "Blora” sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun
2013 perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6
Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat "Blora”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



10.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang
Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3505);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 27);



Menetapkan

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat "Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT "BLORA”.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2008

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6

Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat ”Blora” (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 39)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora :

Nomor 76 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010

a.

b.

Nomor 76);

Nomor 1 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor

1)

diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai

berikut :

(1)

(2)

Pengawas.

Pasal 54

Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas undangan Dewan

Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan sewaktu-
waktu bila dianggap perlu atas undangan Dewan Pengawas atau atas
permintaan Direksi.



2. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 61

(1) Batas Tertinggi Pemberian Kredit mengikuti ketentuan Batas
Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
yaitu batas maksimum pemberian fasilitas kredit yang diperkenankan
untuk dilakukan kepada peminjam, kelompok peminjam atau pihak-
pihak terkait PD. BPR "BLORA”.

(2) Ketentuan mengenai pengaturan batas wewenang persetujuan kredit
diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan
Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Oktober 2015

Pj. BUPATI BLORA,
Cap ttd.

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora

pada tanggal 12 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,
Cap ttd.
SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 43

Sesuai
Kepala Bagian

engan aslinya
kfim Setda Kab. Blora

A. KA ALI, .
NIP. 19610103 198608 1 001




